











	Krisis multidimensi yang diawali oleh krisis moneter di Indonesia sejak tahun 1997 telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian sekaligus menempatkan negara Indonesia di posisi terendah. Merupakan hal yang ironis, dimana suatu negara seperti Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang begitu besar menjadi salah satu negara miskin di dunia. Bagaimana negara ini dapat membangun kembali perekonomiannya yang sudah porak poranda di tengah kemelut yang berkepanjangan tersebut.
	Keunggulan suatu bangsa dibangun atas dasar keunggulan dengan menggunakan sumber daya alam yang dimiliki bangsa itu sendiri secara optimal. Indonesia merupakan negara bahari yang sangat kaya dengan potensi perikanan dan kelautannya. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dan laut seluas 5,8 juta kilometer persegi, di dalamnya mengandung potensi perikanan sebanyak 6,7 juta ton per tahun.​[1]​ Dengan garis pantai seluas itu dapat digunakan sebagai tempat pariwisata bahari dan merupakan areal potensial untuk memperkuat budidaya perikanan. Ditinjau dari keadaan geografisnya, Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Luas wilayah yang dimiliki keseluruhan oleh Indonesia adalah hampir 5.193.000 km persegi, yang terdiri dari atas wilayah daratan seluas 1.904.500 km persegi dan luas wilayah perairan seluas 3.288.680 km persegi.​[2]​ Dengan luas laut yang begitu besar Indonesia harus dapat memanfaatkan sumber daya lautnya dengan semaksimal mungkin agar dapat memperbaiki kondisi perekonomian yang sudah terpuruk ini. 
	Dilihat dari sektor kelautan yang memiliki potensi yang begitu besar, Indonesia dapat membangun perekonomiannya dengan mengoptimalkan potensi-potensi kelautan dan perikanan yang ada. Sebagai perbandingan mengapa negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor kelautan adalah negara Korea Selatan mempunyai garis pantai seluas 2.713 kilometer, negara Jepang mempunyai garis pantai seluas 34. 386 kilometer dan negara Thailand mempunyai garis pantai seluas 2.600 kilometer.​[3]​   
	Terlihat bahwa begitu luasnya garis pantai negara Indonesia dibandingkan dengan negara Korea Selatan, Jepang dan Thailand. Dengan perbandingan wilayah seperti itu terlihat bahwa negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sekali dan mempunyai peluang yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang berada di sektor laut dan perikanan. Permasalahannya adalah bahwa Indonesia belum memanfaatkan dan membangun potensi itu semaksimal mungkin. Bagaimana Indonesia memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dari sektor kelautan dan perikanan tersebut, sehingga dari sektor kelautan dan perikanan tersebut dapat memberikan devisa untuk menyumbang bagi negara Indonesia.
	Untuk membangun dan memanfaatkan potensi-potensi dalam sektor kelautan dan perikanan maka pemerintah Indonesia memberikan wewenang penuh kepada Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Untuk membangun dan memanfaatkan potensi-potensi dalam sektor kelautan dan perikanan tersebut maka Departemen Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan yang dikeluarkan yaitu kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Melalui kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan ini Departemen Kelautan dan Perikanan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di wilayah perairan Indonesia serta dapat memperkuat landasan perekonomian nasional. 
	Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah berorientasi pada kepentingan nasional, membangun di wilayah pesisir, memberdayakan kelembagaan dan masyarakat.​[4]​ Melalui kebijakan inilah pemerintah melakukan peningkatan dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut yang ada agar dapat membangun kembali perekonomian negara Indonesia. Orientasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan ini adalah kepada kegiatan ekspor.​[5]​ Melihat dari orientasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada kegiatan ekspor maka hasil perikanan Indonesia harus dapat dipasarkan keluar negara dengan kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan negara lain. 
	Dalam dunia modern seperti sekarang ini, suatu negara sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa melakukan perdagangan luar negeri. Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, perubahan kerja semakin mantap sehingga perkembangan ekonomi menjadi pesat. Sebagai akibatnya semakin meningkat pula produksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan. Untuk memuaskan kebutuhan spesialisasi berarti tidak semua sumber daya dapat diperoleh di dalam negeri. Perdagangan antar negara memungkinkan terjadinya :​[6]​
	1. Tukar menukar barang dan jasa
	2. Pergerakan Sumber Daya melalui batas negara
	3. Perluasan dan pertukaran penggunaan teknologi
Sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian negara-negara yang terlibat didalamnya. 
	Pasar luar negeri yang terpenting untuk ekspor perikanan negara Indonesia adalah negara Jepang.​[7]​ Jepang adalah negara utama bagi Indonesia untuk mengekspor perikanan. Pangsa pasar luar negeri terbesar adalah negara Jepang dengan pangsa 53,51 % dari total ekspor perikanan Indonesia. Tidak lepas apabila Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor perikanan ke Jepang adanya negara-negara pesaing yang harus dihadapi. Negara-negara pesaing yang mengekspor perikanan ke negara Jepang adalah negara Thailand, Cina, Amerika Serikat, Rusia, Taiwan dan Vietnam. Negara Indonesia harus dapat bersaing dengan negara-negara tersebut untuk dapat menjadi negara pengekspor perikanan terbesar ke negara Jepang. 
	Sebagai salah satu contoh negara untuk perbandingan tentang produksi perikanan adalah negara Thailand yang merupakan salah satu negara pesaing Indonesia dalam mengekspor perikanan ke Jepang mampu berproduksi sebesar 4 milyar dolar dan data konsumsi ikan perkapita sebesar 28 kg/kapita/tahun. Sedangkan negara Indonesia hanya mampu berproduksi 2 milyar dolar dan data konsumsi ikan perkapita sebesar 22 kg/kapita/tahun.​[8]​  Terlihat bagaimana produksi perikanan negara Indonesia dibawah dari negara Thailand yang sesungguhnya bahwa luas perairan negara Thailand lebih kecil bila dibandingkan dengan luas perairan negara Indonesia.  
	Kekayaan sumber daya laut yang dimiliki oleh negara Indonesia ini harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar dapat menghidupi dan membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut Rochmin Dahuri ada 6 alasan mengapa sektor kelautan dan perikanan perlu dibangun :​[9]​ 
	1. Indonesia memiliki sumber daya laut yang besar baik ditinjau dari 		    kuantitas maupun diversitas.
	2. Indonesia memiliki daya saing yang tinggi di sektor kelautan dan 		    perikanan sebagaimana dicerminkan dari bahan baku yang dimiliki serta 	    produksi yang dihasilkannya.
	3. Industri di sektor kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan yang kuat 	    dengan industri-industri lainnya.
	4. Sumber daya di sektor kelautan dan perikanan merupakan sumber daya 		    yang selalu dapat diperbaharui sehingga bertahan dalam jangka panjang 	    asal diikuti dengan pengelolaan yang arif.
	5. Investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisiensi yang relatif 	    tinggi.
	6. Pada umumnya industri perikanan berbasis sumber daya lokal dengan 		    input rupiah namun dapat menghasilkan output dalam bentuk dollar. 
	Meskipun begitu ada yang harus dititik beratkan pada masalah tersebut adalah bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan dengan baik dan arif dalam mengelola sumber daya laut itu sendiri. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan menimbulkan suatu potensi dalam jangka pendek namun harus dalam jangka panjang. Bagaimana langkah Departemen Kelautan dan Perikanan dalam membangunan dan memanfaatkan sumber daya laut dan ikan yang ada di wilayah perairan negara Indonesia secara arif sehingga dapat menghasilkan suatu hasil dalam jangka panjang..
	Perikanan merupakan salah satu produk unggulan ekspor non-migas Indonesia sampai saat ini. Besarnya potensi hasil laut dan keanekaragaman sumber daya ikan yang kita miliki merupakan dua keunggulan utama dalam bisnis perikanan di Indonesia. Selain itu, tingginya permintaan di pasar dunia akan produk perikanan juga merupakan salah satu peluang di sektor perikanan.
	Ekspor memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu mesin bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Negara Indonesia dapat melakukan kegiatan ekspor dalam memasarkan perikanannya untuk mendapatkan devisa. Memanfaatkan ekspor untuk membangun kembali perekonomian dan untuk memacu pembangunan di sektor kelautan dan perikanan supaya dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.  
	Negara Indonesia harus mampu meraih pasar dengan nilai yang tertinggi dalam mengekspor perikanan karena dengan keunggulan luas perairan dan potensi kelautan yang begitu besar. Ketua GPEI (Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia) Isdarmawan Asrikan dalam menghadapi persoalan daya saing negara Indonesia mengatakan jika pemerintah Indonesia ingin mendorong peningkatan ekspor pada tahun mendatang, harus melakukan upaya peningkatan itu secara simultan. Jika tidak, jangan harap ekspor negara Indonesia akan meningkat.​[10]​ Sehingga bagaimana pemerintah harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk peningkatan ekspor. Bila tidak melakukan peningkatan ekspor secara berkelanjutan maka negara Indonesia tidak akan meraih pasar luar negeri.
	Hambatan ekspor yang dihadapi oleh Indonesia bukan saja hanya pada kualitas dari ekspor itu sendiri, namun juga dilapangan seperti tingginya biaya produksi maupun biaya distribusi akibat pungutan resmi maupun tidak resmi. Seperti pengurusan dokumen ekspor di pelabuhan, baik yang sifatnya formal (resmi) maupun informal atau siluman.​[11]​ Hambatan seperti ini pun sebagai salah satu permasalahan yang serius apabila tidak ditindaklanjuti karena dengan adanya pungutan yang tidak resmi itu maka kerugian bagi pemerintah akan bertambah.
	Dalam memasuki pasar Jepang, negara Indonesia dengan adanya permasalahan di dalam negeri, namun ada juga permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengekspor perikanan ke Jepang adalah datang dari negara yang akan di ekspor itu sendiri. Negara Jepang menerapkan hambatan teknis yang sangat ketat. Sebagai salah contoh untuk persyaratan ikan tuna yang diterapkan untuk negara Indonesia dalam mengekspor ke negara Jepang adalah dengan adanya analisa kandungan histamine, merkuri dan senyawa-senyawa toksin lainnya serta parasit.​[12]​   
	Sehingga bagaimana upaya pemerintah agar dapat menangani permasalahan-permasalahan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri agar dapat diselesaikan dengan cepat dan baik guna prospek ke depan bagi kegiatan ekspor perikanan negara Indonesia sendiri. Dengan adanya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam memanfaatkan sumber daya kelautan negara Indonesia diharapkan agar dapat memiliki dampak yang positif bagi kegiatan ekspor perikanan Indonesia untuk dapat meraih pasar luar negeri. 
	Jurusan Hubungan Internasional merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tujuannya untuk memelihara, melaksanakan dan mengembangkan Ilmu Hubungan Internasional, dimana sudut pandang kajian penyusunan dalam masalah ini dititik beratkan pada kegiatan ekspor perikanan Indonesia meskipun tidak menutup kemungkinan lainnya yang berpengaruh dalam permasalahan yang dikaji, dalam menyusun laporan dengan judul : “Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan terhadap Kegiatan Ekspor Perikanan Indonesia dalam Memasuki Pangsa Pasar Jepang.”     

B. Identifikasi Masalah
	Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penyusun membuat identifikasi masalah sebagai berikut :
	a.  Bagaimana langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan 		     pembangunan kelautan dan perikanan ?
b. Permasalahan dan kendala apa yang dihadapi dalam implementasi         pembangunan kelautan dan perikanan ? 
	c.  Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan ekspor Indonesia ?
	d.  Hambatan apa yang dihadapi ekspor perikanan Indonesia dalam 	 	     memasuki pangsa pasar Jepang ?  
1. Pembatasan Masalah 
	Mengingat luasnya permasalahan yang dikemukakan maka penyusun perlu memberikan pembatasan masalah terhadap permasalahan yang dikaji agar dapat berjalan lebih terarah dan lebih terfokus.
	Dalam hal ini penyusun membatasi masalah (pokok bahasan) pada bidang kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih difokuskan pada kegiatan ekspor perikanan Indonesia dalam memasuki pangsa pasar Jepang periode 1998-2002. 

2. Perumusan Masalah
	Berdasarkan penjelasan diatas, untuk memudahkan dalam menganalisa permasalahan yang didasari pada identifikasi masalah, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan laporan ini sebagai berikut : “Sejauhmana kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan sehingga dapat mendorong kegiatan ekspor perikanan Indonesia dalam memasuki pangsa pasar Jepang ?.”  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian 
	Tujuan dari dilaksanakan suatu penelitian adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan deskripsi, prediksi serta jawaban dari masalah yang diteliti dengan harapan dapat memberikan gambaran, petunjuk serta jawaban dari masalah yang dibahas. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah :
a.	Untuk mengetahui bagaimana langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan
b.    Untuk mengetahui permasalahan dan kendala apa yang dihadapi dalam implementasi pembangunan kelautan dan perikanan.
c. 	Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan ekspor Indonesia.
d.   Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi ekspor perikanan Indonesia dalam memasuki pangsa pasar Jepang. 
2. Kegunaan Penelitian 
	  Adapun kegunaan penelitian yang telah dilakukan penyusun adalah :
a. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, memberikan suatu pengetahuan teoritis maupun praktis dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk memperluas dan mengembangkan wawasan serta cakrawala berfikir tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup internasional.





D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
1. Kerangka Pemikiran
	Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas dalam kerangka pemikiran ini, maka penyusun menggunakan dan mengutip anggapan dasar, teori-teori serta pendapat para ahli yang tentunya mendukung dan berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hal ini berfungsi memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian hingga diakui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis serta menentukan teori-teori dan konsep-konsep mana saja yang memberikan kontribusi dalam menjabarkan, menggambarkan dan mendeskripsikan penelitian tersebut.
	Sebagaimana yang kita dapati dalam fenomena dari isu internasional saat ini adalah semakin banyaknya interaksi yang terjadi terutama dalam bentuk hubungan, baik itu yang dilakukan individu maupun kelompok yang melewati atau melintasi batas-batas teritorial negara atau hubungan suatu negara dengan negara lain serta semua interaksi yang melibatkan lebih dari satu negara atau bangsa dapat disebut hubungan internasional. Hal ini dapat dilihat tegas melalui pernyataan K.J Holsty mengenai pengertian Hubungan Internasional, sebagai berikut : 
“Hubungan Internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian Hubungan Internasional termasuk di dalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala segi hubungan antara negara di dunia meliputi kajian terhadap Lembaga Perdagangan Internasional. Palang Merah Internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.”​[13]​

	Untuk mengetahui lebih dalam mengenai dasar tujuan utama Hubungan Internasional, maka penyusun mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Mas’oed yaitu : “Pada dasarnya tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku aktor, negara maupun non negara di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang konflik, kerja sama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya.’​[14]​ 
	Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan suatu bentuk interaksi perilaku yang dilakukan baik antar negara, kelompok maupun individu dalam berbagai macam karakteristiknya yang pada akhirnya melahirkan kerja sama internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Koesnadi Kartasasmita mengenai konsep kerja sama internasional sebagai berikut :
	 “Kerjasama Internasional terjadi karena ‘National Understanding’ dimana 	mempunyai arah dan tujuan yang sama dengan keinginan yang didukung oleh 	kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh 	kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan tersebut 	tidak penting.”​[15]​

	Di dalam kaitan hubungan kerjasama antara satu dengan lainnya diwarnai oleh berbagai faktor. Dalam usahanya untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Suatu negara mengadakan hubungan ekonomi dengan negara lain yang diharapkan mampu menciptakan landasan ekonomi yang kuat bagi perekonomian nasional. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soediono tentang ilmu ekonomi internasional, yakni : “Ilmu ekonomi internasional yang sering kita sebut kiranya didefinisikan sebagai bagian dari ekonomi yang khususnya mempelajari perilaku transaksi ekonomi yang khususnya dan mekanisme kerja suatu perekonomian umumnya.”​[16]​ 
	Faktor interaksi yang utama dalam hubungan antara pemerintah dan antar bangsa adalah ekonomi, salah satu bentuk kerjasama antara negara-negara yang berada dalam regional Asia dalam bidang pembangunan ekonomi. Tingkat kemajuan ekonomi dan pembangunan di suatu negara sangat tergantung kepada hubungannya dengan negara lain.
	Dalam melakukan kerjasama antar negara dengan cara menggunakan politik luar negeri suatu negara itu sendiri. Guna untuk mencapai kepentingan dalam negeri suatu negara itu sendiri. Mochtar kusumaatmadja menyatakan bahwa : “Politik luar negeri pada hakekatnya merupakan alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri merupakan aspek dari strategi nasional beserta sasarannya yang jangka pendek dan jarak panjang.”​[17]​
	Politik luar negeri adalah suatu alat bagi negara untuk melakukan kepentingan-kepentingan nasional suatu negara. Negara Indonesia pun tidak lepas dari politik luar negerinya yang merupakan alat dalam melakukan kegiatan ekspor perikanan ke dalam negara Jepang dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dan negara Indonesia melakukan kebijakan luar negeri yang merupakan aspek dari strategi nasional di ikuti beserta sasarannya dalam memasuki pasar Jepang.  
	Kehidupan perekonomian mengalami perubahan seiring dengan kemajuan zaman. Adanya arus globalisasi dari negara maju mempengaruhi perekonomian dunia yang menginginkan adanya kebebasan dari saling ketergantungan. Sehingga terciptanya hubungan bilateral seperti yang dikemukakan oleh Didi Krisna dalam bukunya kamus politik, yaitu : “Hubungan Bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara kedua pihak.”​[18]​
	Secara tidak langsung negara Indonesia melakukan hubungan bilateral dengan negara Jepang yang diharapkan adanya keadaan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. 
	Pemerintah Indonesia dalam melakukan segala sesuatu yang menyangkut tentang keputusan akan keluar sebagai kebijakan. Pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Prof. Miriam Budiarjo, yaitu : “Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.”​[19]​
	Sehingga segala sesuatu yang menyangkut tentang keputusan suatu negara disebut dengan kebijakan. Dalam kebijakan tersebut mengandung tujuan-tujuan yang akan dicapai dan cara-cara bagaimana tujuan itu akan diraih melalui kebijakan tersebut. 
	Michael P.Todaro menyatakan bahwa suatu kebijakan yang sifatnya komplementer, terpadu dan saling mendukung harus mencakup 3 unsur fundamental, yaitu :​[20]​
	a. Adanya satu atau serangkaian kebijakan yang dirancang secara khusus guna 		  	     mengoreksi berbagai macam distorsi atau gangguan atas harga-harga relatif dari 	 	     masing-masing faktor produksi demi lebih terjaminnya pembentukan harga-harga 	 	     pasar. 
	b.  Adanya satu atau serangkaian kebijakan yang dirancang secara khusus untuk 	 	 	     melaksanakan perubahan struktural terhadap distribusi pendapatan, distribusi aset, 	 	     kekuasaan dan kesempatan memperoleh pendidikan serta penghasilan (pekerjaan) 	 	     yang lebih merata.
	c.  Adanya satu atau serangkaian kebijakan yang dirancang secara khusus untuk 	 		     memodifikasi ukuran distribusi pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan 	 	     tinggi melalui pajak progresif.
	
	Indonesia melakukan kebijakan luar negeri pada bidang ekonomi dengan melihat adanya suatu kebutuhan yang diperlukan Indonesia yaitu devisa. K.J Holsty menyatakan bahwa : “Kebijakan luar negeri dalam bidang ekonomi berkaitan dengan upaya hubungan suatu negara dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dalam batas-batas wilayah suatu negara.”​[21]​  
	Indonesia yang memiliki sumber daya laut yang kaya, melalui kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk mengelola sumber daya laut itu agar dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Bagaimana kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan dan dilakukan dengan baik dan terarah.
	Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah : “Berorientasi pada kepentingan nasional, kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan harus memenuhi kriteria pembangunan, pendekatan pembangunan berdasarkan pendekatan wilayah terpadu, dan berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat.”​[22]​
	Dengan adanya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan adanya pembangunan di sektor kelautan yang mengelola sumber daya ikan yang ada di wilayah perairan negara Indonesia ini. Pengertian sumber daya ikan adalah : “Potensi semua jenis ikan”​[23]​ potensi-potensi sumber daya ikan yang ada di wilayah perairan negara Indonesia ini harus dapat di manfaatkan dengan baik. Dan harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah agar sumber daya yang ada di perairan negara Indonesia bermanfaat bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyatnya. 
	Sedangkan pengertian perikanan adalah : “Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”​[24]​ 
	Dan pengertian dari pengelolaan perikanan adalah : 
	“Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, 	analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan 	dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di 	bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang 	diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan 	dan tujuan yang telah disepakati.”​[25]​

	Untuk  pengelolaan perikanan mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memanfaatkan dan mengolah sumber daya laut yang berada di wilayah perairan Indonesia. Hukum-hukum yang dibuat harus dilaksanakan dengan baik agar dapat dilakukan secara arif dan bijaksana. Di dalam pengelolaan perikanan adanya tujuan yang dilaksanakan, yaitu :​[26]​
	a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
	b. Meningkatkan penerimaan devisa negara.
	c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
	d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
	e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
	f.  Meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah dan daya saing.
	g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan.
	h. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan 		    	    dan tata ruang.
	
Dengan adanya tujuan dari pengelolaan perikanan tersebut, bagaimana pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lautnya dilaksanakan secara arif dan bijaksana yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepada kegiatan ekspor perikanan. Baik dari segi mutu, nilai tambah dan daya saing yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor perikanan. 
	Perikanan adalah salah satu produk unggulan ekspor non-migas Indonesia sampai saat ini. Besarnya potensi hasil laut dan keanekaragaman sumber daya ikan yang kita miliki merupakan dua keunggulan utama dalam bisnis perikanan di Indonesia. 
	Pengertian ekspor dikemukakan oleh Sadono Sukirna, yaitu : “Ekspor adalah industri yang dijual keluar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan bagi negara dan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di dalam maupun di luar negeri.”​[27]​	
	Pendapat lainnya mengenai ekspor yang dikemukakan oleh Paul A.Samuelson dan W.D. Nordhaus adalah : “Ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara ke negara lainnya. Ekspor terdiri dari barang berwujud dan jasa-jasa (transportasi, pinjaman dan investasi).”​[28]​
	Dengan adanya kegiatan ekspor perikanan yang dilakukan oleh negara Indonesia ke negara Jepang diharapkan akan menambah pendapatan negara yang pada akhirnya akan membantu dalam pemulihan perekonomian negara Indonesia. Sehingga adanya pula saling ketergantungan antara negara Indonesia dengan negara Jepang dalam perekonomian. Istilah suatu negara yang melakukan suatu kegiatan dengan negara lain yang menyangkut ekonomi dapat disebut pula dengan ekonomi internasional. 
	Dominic Salvatore mengemukakan bahwa : “Ekonomi Internasional adalah suatu aktivitas yang ditimbulkan dari ekonomi dan keadaan saling ketergantungan unit-unit politik yang melintasi batas-batas negara dan bersifat Internasional.”​[29]​
	Sehingga negara Indonesia dalam melakukan ekspor ke negara Jepang dalam bidang perikanan adalah aktivitas yang ditimbulkan dari ekonomi, karena negara Indonesia membutuhkan devisa dari hasil ekspor perikanan tersebut. Dan kegiatan ekspor perikanan Indonesia ke negara Jepang termasuk ke dalam ekonomi internasional. R.E.A Mamoer menyatakan bahwa : “Keuntungan-keuntungan ekonomi internasional dapat kita capai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang-bidang perdagangan, investasi, perasuransian, diplomasi dan sebagainya.”​[30]​ Dengan adanya keuntungan-keuntungan yang akan diraih oleh negara Indonesia tentu saja dalam bidang ekspor perikanan ini akan lebih ditingkatkan kembali ke negara Jepang.  
	Negara Indonesia dalam meraih keuntungan dari ekonomi internasional dengan melakukan kegiatan bidang perdagangan yaitu ekspor di bidang perikanan. Disini Indonesia melaksanakan kegiatan ekspor perikanan dalam memasarkannya kepada negara Jepang. Pendapat Nopirin tentang kebijakan ekonomi internasional adalah : “Tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposi, arah, serta bentuk dari pada perdagangan dan pembayaran internasional.”​[31]​ 
	Pasar luar negeri yang terpenting untuk ekspor perikanan negara Indonesia adalah negara Jepang.​[32]​ Dengan dilihat perkembangannya, pangsa pasar yang paling besar untuk ekspor perikanan Indonesia adalah negara Jepang. Dapat dilihat dari pangsa yang diperoleh dari negara Jepang, Amerika Serikat dan Inggris,  pada tahun 2000 negara Indonesia mengekspor perikanan mencapai 53,51 % dari hasil total ekspor Indonesia untuk komoditi perikanan. Sedangkan negara tujuan ekspor perikanan Indonesia terbesar kedua adalah negara Amerika Serikat yang mencapai 20,98 % dan negara Inggris mencapai 3,05 %. Sedangkan 22,46 % ke negara lainnya.
	Dengan adanya perbandingan seperti itu maka sudah jelas bahwa pangsa pasar negara Jepang sangat penting dan negara tujuan utama bagi kegiatan ekspor perikanan Indonesia.
	Jepang sebagai negara maju memiliki kelemahan di dalam sumber daya alamnya, walau diakui memang bahwa negara Jepang dalam bidang sumber daya manusia terbilang maju. Sumber daya alam di negara Jepang terbilang kurang. Dapat terlihat dari luas daratan yang dimiliki oleh negara Jepang hanya seluas 369.700 km persegi dan luas lautan seluas 451.856 km persegi. Sedangkan luas daratan yang dimiliki oleh negara Indonesia seluas 1.904.334 km persegi dan luas lautan 5.713.002 km persegi.​[33]​ Terlihat bahwa perbedaan dari luas daratan dan luas lautan yang berbeda jauh antara negara Indonesia dengan negara Jepang. Oleh karena itu Indonesia melakukan perdagangan luar negeri dengan negara Jepang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam itu khususnya di bidang perikanan. Dikemukakan oleh G.M Meir, yaitu : “Perdagangan luar negara dapat memberikan suatu sumbangan yang mengesankan pada suatu negara, sebab perdagangan bukan saja dianggap sebagai suatu alat guna mencapai suatu efisiensi produksi tetapi juga merupakan suatu mesin pertumbuhan.”​[34]​
	Bagi negara Indonesia ini tentu saja akan sangat menguntungkan, karena adanya pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia dan adanya suatu negara yang membutuhkan sumber daya alam sehingga akan terjalin hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Definisi perdagangan bilateral dikemukakan oleh Jack Plano dan Roy Olton, yaitu : 
	“Perdagangan bilateral adalah kesepakatan dua negara untuk mengembangkan 	kerjasama dalam bidang perdagangan dan kegiatan ekonomi. bilateralisme ekonomi 	yang paling umum dipakai adalah dalam bentuk perjanjian perdagangan dengan 	saling mengurangi bea tarif masuk dan rintangan perdagangan lainnya.”​[35]​

	Dari anggapan diatas dapat dipahami bahwa untuk memajukan kerjasama dalam bidang perekonomian dilakukannya kerjasama perdagangan antara satu negara dengan negara lainnya. Negara Indonesia dengan melakukan kegiatan ekspor perikanan ini sangat menguntungkan kedua belah pihak yaitu keuntungan pertumbuhan perekonomian bagi Indonesia dan keuntungan terpenuhinya kebutuhan perikanan bagi negara Jepang. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas D.Lairson dan David Skidmore bahwa : “Meningkatnya saling ketergantungan, meningkatnya keterlibatan dalam ekonomi dunia. Terciptanya pasar, harga dan produksi global serta penyatuan ide dan teknologi.”​[36]​
	Apabila saling ketergantungan itu meningkat maka akan terus terjalin hubungan antara negara Indonesia dengan negara Jepang dengan otomatis akan menambah devisa negara Indonesia. Devisa negara Indonesia akan bertambah apabila kegiatan dalam bidang ekspor perikanan terus dilanjutkan dan ditingkatkan demi membangun perekonomian Indonesia. 
	Boediono mengemukakan pendapat tentang devisa dalam bukunya Pengantar Ekonomi Makro adalah : “Devisa adalah suatu bentuk pendapatan nasional yang diperoleh suatu negara berupa uang yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.”​[37]​
	Dalam kegiatan ekspor ini negara Indonesia mempunyai pemasukan devisa negara dari negara Jepang. Devisa yang diterima oleh negara Indonesia digunakan kembali untuk pembangunan nasional. Dengan memperbaiki pembangunan nasional negara Indonesia maka akan tercipta sedikit demi sedikit kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Michael P. Todaro tentang pembangunan nasional adalah : 
	“Proses multidimensional yang mencakup pembahasan-pembahasan penting dalam 	struktur sosial, sikap rakyat lembaga-lembaga nasional juga akselerasi pertumbuhan 	ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan, dimana setiap 	Negara berkembang harus memperhatikan syarat-syarat pembangunan tersebut.”​[38]​

	Dengan adanya pembangunan nasional yang baik dan benar maka kesejahteraan dan kemakmuran akan terjamin. negara Indonesia membutuhkan suatu pembangunan nasional yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar untuk rakyatnya. 
	Amir M.S mengemukakan dalam bukunya strategi pemasaran export bahwa : “Upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing, dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komunikasi dengan bahasa asing.”​[39]​
	Dengan melakukan ekspor, negara Indonesia dituntut agar dapat menjual hasil perikanannya dalam waktu yang sudah ditargetkan dan pada hasil yang sudah diperhitungkan dari sejak awal memulai kegiatan ekspor perikanan dengan negara Jepang. Sehingga apa yang sudah ditargetkan untuk menambah devisa negara, mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dapat tercapai.
	Bagaimana negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain dalam mengekspor perikanan ke pangsa pasar Jepang. Negara-negara pesaing yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam memasuki pangsa pasar Jepang adalah negara Amerika Serikat, Cina, Rusia, Taiwan dan Thailand.​[40]​  Kelima negara ini adalah negara-negara yang sama-sama mengekspor hasil perikanan ke negara Jepang. Yang pada tahun 2002 negara Amerika Serikat, Cina dan Rusia berhasil mendapatkan urutan ke tiga besar dan negara Indonesia hanya menempati urutan ke lima.​[41]​
	Sedangkan pengertian pangsa pasar menurut Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar dalam kamus akuntansi : “Persentase penjualan suatu perusahaan atau produk tertentu dalam suatu industri.”​[42]​ 
	Sedangkan pengertian pasar menurut Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar adalah : “Tempat umum yang digunakan untuk menjual dan membeli barang atau jasa, baik secara langsung maupun melalui perantara, juga dinamakan market place.”​[43]​
	Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor perikanan terhadap Jepang harus dapat bersaing dengan negara lain sehingga ekspor perikanan Indonesia dapat memasuki pangsa pasar Jepang.
	Berdasarkan kerangka pemikiran diatas perlu kiranya penyusun mengemukakan bahwa dengan adanya kegiatan ekspor yang dilakukan oleh negara Indonesia kepada negara Jepang dalam bidang perikanan ini dapat menambah devisa negara dan pada akhirnya akan berpengaruh kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta pembangunan nasional.
	Penyusun menarik konklusi dari kerangka pemikiran diatas bahwa kegiatan ekspor perikanan negara Indonesia pada saat ini terbilang kurang optimal, dikarenakan daya saing ekspor perikanan negara Indonesia masih lemah dibandingkan dengan negara pengekspor perikanan lainnya. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam kegiatan ekspor perikanan dari segi kualitas yang dilakukan agar dapat bersaing dengan negara pengekspor perikanan lainnya dalam memasuki pangsa pasar Jepang. Melalui kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memperbaiki kualitas perikanan Indonesia dan dapat mendorong kegiatan ekspor perikanan Indonesia.
	Sedangkan asumsi yang penyusun simpulkan dari permasalahan yang dibahas adalah : 
a.     Pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada Departemen Kelautan dan Perikanan membangun dan memanfaatkan sumber daya laut dan perikanan yang berada di perairan Indonesia.
b.   Dalam mengelola dan memanfatkan sumber daya kelautan dan perikanan maka dikeluarkan suatu kebijakan yaitu kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan, meningkatkan penerimaan devisa dan meningkatkan kegiatan ekspor perikanan.
c. 	Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diorientasikan pada kegiatan ekspor. Devisa dari hasil ekspor perikanan tersebut akan membantu pertumbuhan dan memulihkan perekonomian negara Indonesia.







	Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut : “Jika kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan dengan optimal, maka kegiatan ekspor perikanan Indonesia dalam memasuki pangsa pasar Jepang akan berhasil, ditandai dengan meningkatnya jumlah ekspor perikanan Indonesia ke Jepang.”
	Sedangkan variabel bebas dan variabel terikat dari hipotesis diatas yang penyusun ambil sebagai berikut : 
Variabel Bebas 	: Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dapat 				  dilaksanakan dengan optimal.











3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator.
Variabel dalam hipotesis(Teoritik)	Indikator(Empirik)	Verifikasi(Analisis)
Variabel Bebas : Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan dengan optimal.	1.Adanya langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.2.Adanya kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.	1.Data langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.2.Data adanya kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.





























E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1. Tingkat Analisis
	Tingkat analisis yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah tingkat analisis korelasionis. Tingkat analisis korelasionis adalah penelitian yang unit eksplanasinya dan unit analisanya pada tingkatan yang sama. Pada penelitian ini kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan merupakan variabel independen dan kegiatan ekspor perikanan Indonesia merupakan variabel dependen yang berada pada tingkatan yang sama.

2. Metode Penelitian 
Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Metode Deskriptif Analitis adalah suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa dan mengklarifikasikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan pada hasil pengamatan dari berbagai kejadian dan masalah yang aktual di tengah realita yang ada serta kemudian berusaha menganalisa. Kaitannya dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan terhadap kegiatan ekspor perikanan Indonesia.
b. Metode Historis Analitis adalah metode yang digunakan untuk pemecahan masalah dengan menggunakan data-data dan fakta-fakta khusus mengenai kejadian masa lalu dalam hubungannya dengan kejadian masa mendatang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lain.

3. Teknik Pengumpulan Data 
	Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah : Studi Kepustakaan, yaitu mencari data dan mengumpulkan informasi berdasarkan penelaahan literatur atau referensi, baik yang bersumber dari buku-buku, majalah, harian umum, laporan-laporan, artikel-artikel serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Lokasi dan Lama Penelitian
1. Lokasi Penelitian 		
		Adapun lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian penyusun dalam mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk studi kepustakaan antara lain :
a.   Departemen Kelautan dan Perikanan
	   Jl. M.T. Haryono, Kav 52-53, Jakarta Selatan.
b.   Departemen Perindustrian 
	Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav 52-53, Jakarta.
c.	Departemen Perdagangan
	Jl. MI. Rituan Rais, No. 5, Jakarta. 
d. 	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
	Jl. H.R. Rasuna Said X-5, Kav 2-3, Jakarta.
e.   Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
	Jl. Taman Pejambon No. 4, Jakarta Pusat.
f.   Badan Pusat Statistik
	Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta.
g. 	Center for Strategic and International Studies
	Jl. Tanah Abang III  No. 23-27, Jakarta.
h. 	Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta.

2. Lama penelitian 








































G. Sistematika Penulisan 
	Penyusun dalam melanjutkan penelitian kepada bab selanjutnya sudah seharusnya mempunyai sistematika dalam penulisan. Adapun sistematika penulisan yang akan penyusun teliti adalah :
Bab I 		: Pendahuluan
		  Disini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, 			  tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode dan 			  teknik penelitian, lokasi dan lama penelitian dan sistematika 			  penulisan.
Bab II 	: Dasar, Kebijakan, Strategi dan Arah Kebijakan 				  Pembangunan Kelautan Perikanan Indonesia.  
		  Disini menjelaskan tentang dasar kebijakan pembangunan 				  kelautan dan perikanan, kebijakan pembangunan kelautan dan 			  perikanan itu sendiri, strategi yang akan ditempuh dalam 				  melaksanakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 			  dan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 				  Indonesia. 
Bab III 	: Tinjauan Umum Ekspor Perikanan Indonesia dalam 				  Memasuki Pangsa Pasar Jepang.
		  Menjelaskan tentang bagaimana perkembangan perdagangan luar 			  negeri Indonesia, kebijakan ekspor Indonesia, perkembangan 			  volume dan nilai ekspor perikanan Indonesia di pasar Jepang, 			  produk ekspor perikanan Indonesia, gambaran tentang kondisi 			  ekspor perikanan Indonesia dalam memasuki pangsa pasar Jepang 		  dan tantangan yang dihadapi negara Indonesia dalam menghadapi 		  perdagangan bebas. 
Bab IV 	: Signifikansi Langkah yang Dilakukan dalam pelaksanaan 			  Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Terhadap 			  Kegiatan Ekspor Perikanan Indonesia  dalam Memasuki 			  Pangsa Pasar Jepang.
			  Disini menjelaskan bahwa bagaimana ekspor perikanan Indonesia 		  dalam memasuki pangsa pasar Jepang dipengaruhi oleh langkah-			  langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan 				  pembangunan kelautan dan perikanan.
Bab V 		: Kesimpulan





Departemen Kelautan dan Perikanan





Pembangunan di wilayah pesisir, pulau kecil dan lautan

Pembangunan berdasarkan pendekatan wilayah terpadu
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